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BAB IV

OBJEK PENELITIAN

A. Situasi Gerakan Mahasiswa di Surabaya

Ada beberapa situasi yang cukup meresahkan ketika mahasiswa mampu menemukan posisi sebenarnya, sangat terbalik dengan kondisi saat ini. Tidak hanya fragmentasi gerakan mahasiswa tapi sudah merambah pada fragmentasi pemahaman atas nilai yang ingin dibangun, kiranya beberapa landasan sejarah dibawah ini yang mampu menjadi bahan penelitian bersama. Kenapa mahasiswa saat ini sangat sektarian dan sektoral. Disisi lain Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi di Surabaya mencoba membangkitkan semangat untuk bersolidaritas dan bekerja sama dengan berbagai bentuk, diantaranya Aksi Respon Pemukulan kawan-kawan Universitas Muslim Makasar pada Tahun 2004, diskusi terbuka dalam menyikapi Pilkada Surabaya, seminar bersama tentang pendidikan dengan tema “ Menilai Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Yang Demokratis “  dengan berbagai bentuk solidaritas serta kerjasama yang di bangun Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi di Surabaya ternyata mampu mengkonsolidasikan seluruh gerakan mahasiswa yang punya pandangan Islam. Di antaranya PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ) HMI (Himpunan Mahasiswa Islam ) KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) munculnya front yang dibangun dari latar belakang yang berbeda dalam memandang realitas yang berkembang, memang sangat rentan tapi berawal dari sinilah solidaritas itu terbangun sehingga memunculkan kerjasama yang terbatas pada tataran programatik yang telah di putuskan bersama, Biarpun beberapa nyawa lagi yang siap menjadi tumbalnya, Indonesia tetap berkabung. Itulah realitas ekonomi dan politik bangsa kita saat ini. Soekarno jatuh karena huru-hara politik tahun 1966, Soeharto tumbang karena reformasi tanpa solusi, munculnya presiden perempuan yang menjadi penggadai Sipadan dan Ligitan, lahirnya duo demokrat gadungan Sby-Kalla yang mencekik rakyat dengan menaikkan  harga BBM. Kejumudan dalam menerapkan pola politik yang salah ataukah kekurangan gizi akibat krisis ekonomi. Sehingga berimplikasi pada setiap otak para birokrasi bangsa menjadi penyamun dan penghisap keringat rakyatnya.

Tidak berhenti sampai disitu, untuk menguraikan gambaran lain tentang ritme keterpurukan kali ini. Realitas lain adalah grafik peningkatan keterpurukan pada wilayah pendidikan yang juga merupakan imbas dari krisis politik-ekonomi. Peningkatan angka putus sekolah yang ada diberbagai daerah begitu luar biasa besar. Di Sumatera Selatan misalnya pada tahun ajaran 2004/2005 sebanyak 9.055 pelajar SD dan SMP putus sekolah. Di Kabupaten Situbondo, jawa timur lebih dari 71 ribu anak putus sekolah. Di kabupaten Garut, pada tahun 2004 sedikitnya ada 1.761 siswa SD/MI dan 664 siswa SMP/MTs mengalami putus sekolah. Untuk perguruan tinggi, mirisnya kondisi pendidikan ditunjukkan dari menurunnya jumlah peserta mahasiswa baru. Pada tahun 2004 peserta seleksi penerimaan mahasiswa baru turun sekitar 4 persen (336.707 peserta) dibanding tahun 2003 sebanyak 350.306 peserta.

Kondisi semacam ini, tidak dapat dilepaskan dari rendahnya pendapatan masyarakat kelas menengah ke bawah di satu sisi. Disisi lain, pendidikan yang sudah semestinya menjadi tanggung jawab  Negara justru dibebankan pada  masing-masing individu. Diberbagai kampus negeri yang dahulu terkenal sebagai kampus bagi rakyat, saat ini justru hanya dapat dinikmati oleh mahasiswa-mahasiswa dari kelas atas. Sedangkan calon mahasiswa yang berasal dari kelas bawah terpaksa melupakan untuk sekedar menghampiri bangku sekolah di kampus-kampus terkenal tersebut.

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK), sebenarnya telah memutuskan agar anggaran pendidikan dinaikkan hingga sebesar 20% dari APBN. Namun, semua itu tidak dilakukan oleh pemerintahan Sby-Kalla. Meski pemerintah SBY-Kalla melalui Mendiknas Bambang Sudibyo usai peringatan Hardiknas di Depdiknas mengumbar janji akan menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 ditinjau dari logika ekonomi tetap tidak akan mungkin dijalankan apabila politik anggaran pemerintah lebih ditekankan pada pembayaran utang luar negeri. Lihat saja, besaran rancangan anggaran pendapatan dan belanja Negara (RAPBN) 2006 untuk pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp. 76,629 triliun atau 2,5% dari PBD, meningkat 0,3% dari APBN 2005. Sedangkan pembayaran cicilan utang pokok luar negeri sebesar 2,1% dari PDB. Lebih besar dari alokasi anggaran untuk kesehatan yang besarnya sekitar 0,4% dari PDB dan pendidikan 1,4% dari PDB.

Realitas demikian sangat jauh berbeda dengan yang terjadi di Negara tetangga yaitu Cuba. Di Cuba, anggaran pendidikan sudah digratiskan oleh pemerintahan Cuba, sebab anggaran pendidikan di Cuba sangat besar, sekitar 8% dari PDB atau 2% diatas anjuran anggaran pendidikan UNESCO. Para peneliti di Barat terheran-heran dengan Negara miskin seperti Cuba, dengan pendapatan Perkapita $ 2,800 (PPP) dapat menyaingi standart pendidikan Negara-negara Imperialis seperti Amerika serikat ($ 37.800), Canada ($ 29.700), atau Inggris ($ 27.700), hal pertama adalah dalam hal akses pendidikan yang menyeluruh dan setara. Dalam bidang kesehatan, di Cuba angka kematian bayi bisa ditekan menjadi 5,2 per 1000 kelahiran dan harapan hidup mereka menjadi 75 tahun (Di Indonesia, harapan hidup pada tingkat 66 tahun). Sekitar 524.000 anak-anak antara 3-9 tahun mendapatkan vaksin polio dan dengan jumlah dokter sebanyak 70.000 orang untuk 12 juta penduduk atau satu dokter untuk 6 ratus orang (di Indonesia jumlah dokter 34.000 melayani 223 penduduk). Di Indonesia sesungguhnya dapat menyaingi Cuba, bahkan melebihi standarisasi Cuba dari segi kuantitas maupun kualitas pendidikan. Sebab, Indonesia memiliki syarat-syarat kekayaan alam yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh Cuba. Di Indonesia memiliki banyak kekayaan, minyak, tambang, gas alam, perkebunan. Dan banyak hal yang dimiliki Indonesia tidak dimiliki oleh Cuba. Dari segi ekonomi, pendapatan perkapita ($ 3200 ) saja masih diatas Cuba. Tetapi, justru Cuba mampu menjalankan pendidikan dan kesehatan gratis. Cuba dapat melakukan hal ini, sebab revolusi Cuba berhasil membangun pemerintahan populis yang dapat mensentralisasi kekayaan alam untuk kepentingan rakyat Cuba. 

Melihat pengalaman yang ada di Cuba, pada tahun 1959, revolusi rakyat Cuba yang dipimpin oleh Fidel Castro, melakukan nasionalisasi perusahaan tambang Freeport sulvur yang pada tahun itu baru saja produksi perdana Biji Nikel. Bahkan program nasionalisasi ini dilakukan oleh pemerintah Castro terhadap seluruh perusahaan-perusahaan asing. Sejak itulah pemerintahan Cuba dapat memberikan pendidikan dan kesehatan gratis terhadap rakyatnya. Selai itu, Hugo Caves Frias presiden populis Venezuela setelah kemenangannya dalam pemilu tahun1998 melakukan program nasionalisasi terhadap perusahaan minyak PDVSA. Sejak penerapan nasionalisasi tersebut, pemerintahan Venezuela menggratiskan pendidikan dan mendirikan sekolah-sekolah Bolivarian yang menyediakan makan 2 kali sehari bagi murid-muridnya. Saat ini, tercatat sudah 3000 sekolah Bolivarian terbangun dan sekitar 1,5 juta rakyat masuk dalam sekolah-sekolah gratis tersebut. Bahkan, pemerintahan Venezuela akan memperluas Universitas-universitas Bolivarian agar orang-orang yang tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi dapat mengikutinya. Dalam program kesehatan, secara gratis pemerintah Venezuela menyelenggarakan operasi mata  untuk pengidap penyakit Katarak secara gratis dan setiap tahunnya 100.000 orang mendapatkan operasi gratis ini. Membangun sistem kesehatan gratis yang massal dan mendatangkan 15.000 lebih dokter Cuba untuk meningkatkan mutu kesehatan bagi rakyat miskin di Venezuela. 

Jika dilihat dari jumlah kekayaan alam Indonesia, ditunjukkan dari pendapatan pajak, penghasilan Migas dalam APBN 2005, sekitar 6,8% dari PDB, dan 5,2% dari penerimaan Negara bukan pajak untuk Migas. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sektor minyak, Gas, dan Hasil tambang lainnya memiliki kontribusi yang besar terhadap pemasukan Negara. Pemasukan yang seharusnya bisa jauh lebih besar dan jauh lebih cepat dapat dinikmati oleh publik. Tetapi, sejauh pembagian hasil yang kecil (25% untuk Negara dari setiap hasil produksi perusahaan-perusahaan asing) maka tidak akan signifikan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Terlebih sangat besarnya Capital Flight (larinya modal keluar negeri) akibat besarnya pembayaran utang luar negeri dan pembayaran surat utang Negara. 

Mengacu pada pengalaman Cuba dan Venezuela, maka nasionalisasi perusahaan-perusahaan pertambangan, minyak dan gas alam merupakan keharusan mendesak. Sebab, kekuatan kekayaan rakyat Indonesia terletak pada sektor-sektor tersebut dan kapitalisme internasional justru bercokol dan menghisap pada sektor-sektor itu. Dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan tersebut maka harapan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya pendidikan dan kesehatan gratis dapat diwujudkan.

Walaupun hal demikian sangat mendesak, namun pada umumnya, para intelektual-intelektual pro pasar bebas selalu bersikap negative terhadap hal ini. Bahkan seringkali menentang program populis dengan statement bahwa sarjana-sarjana muda kita belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan besar tersebut ataupun alasan moralis lainnya. Padahal Soekarno sendiri, setelah revolusi 1945 sering mengkampanyekan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang mayoritas memiliki oleh Belanda dan Jepang. Justru pada jumlah kampus teknik dan sarjana-sarjana kita masih sedikit saat ini kampus-kampus yang memberikan pendidikan mengenai biologi, pertambangan, geofisika, lingkungan, perminyakan sudah banyak tersebar di beberapa kota besar dan dengan jumlah mahasiswa yang banyak. Ini saja sudah menjadi satu acuan bahwa kita mampu untuk menjalankan dan mengambil alih teknologi sendiri. Tidak lagi dalam genggaman tangan Multinational Corporation.

Dalam analisa ekonomi-politik, keberadaan SBY-Kalla sebagai tampuk kepemimpinan sudah seharusnya mampu bertindak populis dalam menentukan kebijakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tidak kemudian menjadi boneka dari proyek neoliberalisme yang semakin mengakar tersebut.

Kebijakan yang ditentukan terkait ekonomi-politik semakin mengarah pada penghakiman terhadap rakyat sendiri disatu pihak. Dipihak lain proses demokratisasi dalam segala aspek menjadi Satanic Cycle tersendiri. Sektor hukum misalnya, yang melulu menyandarkan pada proses tidak rasional dalam memutuskan atas terdakwa yang ber-uang. Soeharto adalah nama besar yang menjadi contoh besar juga atas tindak hukum yang berkutat pada Satanic Cycle itu.

Segala bidang birokratisasi sudah dirong-rong oleh para politikus gadungan yang serakah. Belum lagi “Pungli” pungutan liar yang terjadi dari birokrasi atas sampai kelas penjaga WC umum. Sudah terlalu akut sebenarnya keterpurukan yang di alami bangsa Indonesia. Menjadi satu hal yang barangkali biasa, sehingga rakyat sekarang diam, abstain terhadap gejala politik-ekonomi di negerinya sendiri.

Selanjutnya, pembahasan mengenai keterpurukan ini akan terlihat pada respons atas gejala politik-ekonomi yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa.

B. Respons Mahasiswa Pada Pergolakan Nasional
Genderang kemerdekaan telah ditabuh. Kini tiba saatnya untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Era 40-an adalah waktu sejarah tersebut bergulir. Pada saat itu semua organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan mulai bermunculan, dari organisasi Mahasiswa Islam sampai Nasionalis.

Ada perserikatan mahasiswa Yogyakarta atau PMY. Organisasi yang berdiri di Yogyakarta tahun 1946 itu meliputi dan beranggotakan seluruh mahasiswa dari 3 perguruan tinggi yang ketika itu sudah berdiri di Yogyakarta, yaitu Sekolah Tinggi Teknik (STT), Sekolah Tinggi Islam (STI) dan Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, yang waktu itu baru mempunyai fakultas hukum dan fakultas sastra. Organisasi ini masih mengikuti alur kolonialis Belanda. Dari Hymne, pesta-pesta dan lain sebagainya masih ke-Belanda-Belandaan.

Lebih lanjut di uraikan, bahwa  gejala politik di wilayah republic khususnya di ibukota Yogyakarta pada akhir tahun 1946 dan awal 1947 mengalami polarisasi antara pihak pemerintah yang dipelopori oleh partai sosialis pimpinan Syahrir, Amir Syarifudin dan pihak oposisi yang dipelopori oleh Masyumi pimpinan Soekiman-Wali Al Fatah dan PNI pimpinan Mangun Sarkoro-SayonoHadiyono serta Persatuan Perjuangannya Tan Malaka. Polarisasi ini berpangkal pada dua pendirian yang bertolak belakang, pihak Partai Sosialis (Pemerintah) menitik beratkan perjuangan pada pengakuan republic Indonesia kepada perjuangan diplomasi.

Pergolakan politik awal kemerdekaan tersebut masih menjadi bagian dari dinamika politik negeri yang penuh dengan intrik. Antara Boneka Imperialis, Nasionalis Chauvinis, dan perjuangan Negara Islam. Disatu pihak ada yang men-klaim bahwa penghianatan dilakukan oleh poros Amir syarifudin yang tergolong “kaum kiri”. Begitu sebaliknya kaum Nasionalis-Islam yang menjebak Amir Syarifudin dalam perjanjian Renvile demi satu tujuan agar orang-orang kiri yang pada waktu itu ada pada kubu PKI tidak ada lagi yang di birokrasi pemerintahan.

Kembali pada sejarah organisasi. PMY yang membawahi dari mahasiswa yang berwawasan Islam, Katolik,  sampai mahasiswa yang berhaluan ‘Kiri” mengalami fragmentasi dan pecahannya menjadi organisasi-organisasi yang berkonsentrasi pada wilayah masing-masing. Awal mula HMI yang berdiri 5 Februari 1947. Pasca itu, maka menyusul pula berdirinya Perhimpunan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia atau PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katholik Indonesia, atau PMKI. Kemudian tahun 1950, PMKI berubah menjadi gerakan Kristen Indonesia. Serta merucutnya gerakan mahasiswa pro revolusioner yang terisi golongan “kiri” yaitu Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, atau CGMI. Lengkap sudah gerbong-gerbong gerakan mahasiswa Indonesia untuk berdinamika. Sehingga pada saatnya nanti akan bertemu untuk berkonsolidasi menuntaskan problem bangsa.

Era peralihan Orde Lama ke Orde Baru adalah puncak pergolakan politik. Baik ditingkatan mahasiswanya maupun di birokrasi pemerintahannya. Gestapu, pemberontakan, pertumpahan darah, adalah tumbal dari transisi tersebut. Tatkala semua sudah tak lagi dipercaya dan mempercayai. Kefakuman persatuan menjadi fragmentasi yang luar biasa. Gerakan mahasiswa sudah menjadi underbow masing-masing partai yang ada di Indonesia waktu itu. Di tengah-tengah kondisi caos tersebut muncul gerakan persatuan yang bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI.

KAMI telah mencatat sejarah yang cukup dinamis dalam sejarah politik. Belum pernah terjadi massa aksi yang begitu spontan, hebat, mengesankan yang diluncurkan organisasi yang baru berdiri 4 bulan, berhasil menggugah dunia politik nasional maupun internasional demikian dasyatnya. Bulan Januari, Februari, Maret 1966, merupakan suatu titik dalam perkembangan sejarah baangsa Indonesia. Lembaran yang paling bersejarah dalam perjuangan KAMI, dengan adanya aksi yang menggemparkan dihalaman Universitas Indonesia Salemba Jakarta, dimana pada tanggal 10 Januari 1966 KAMI mengumandangkan suara hati nurani rakyat dalam bentuk Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura, yang berisi 1. Bubarkan PKI, 2. Recalling Kabinet, 3. Turunkan Harga. Pada hari itu pula dimulainya suatu Demokrasi Parlemen Jalanan, dimana forum terbuka yang langsung menyerang kebijakan menteri yang tidak menyuarakan hati nurani rakyat serta melakukan penyelewengan. Disini lahirlah istilah Menteri Goblok, yang menjadi populer diantara rakyat. 

Pergolakan yang terjadi di dunia gerakan mahasiswa saat ini tidak jauh berbeda dengan periode 60-an. Iklim gerakan mahasiswa menjadi mainstrem tersendiri dalam pembahasan politik perubahan sosial. Manakala yang terjadi di periode 60-an adalah awal dinamika politik di wilayah kekuasaan, maka di tahun 90-an sampai sekarang mahasiswa tidak lagi menjadi pelopor politik tapi menjadi obyek politik.

Kemenangan SBY-KALLA dalam pemilu 2004 lalu merupakan satu pukulan telak bagi gerakan mahasiswa. Elemen gerakan yang memiliki sejarah panjang dalam proses maju sejarah revolusi (yang belum tuntas) di Indonesia. Di berbagai momentum sejarah Indonesia, gerakan intelektual progresif menjadi penentu perubahan sejarah. 

Meski harus di akui juga cacat sejarahnya dalam periode gerakan mahasiswa 66, yang menjadi cikal-bakal penggerak kekuatan orde baru. Secara post vacum, kekalahan telak tersebut dat di lihat dalam di lihat dalam peta politik saat itu. Pada periode pemilu presiden, SBY-Kalla tidak memiliki stiktur yang kuat untuk menjadi basis kemenangan mereka dalam ajang pemilu tersebut. Basis tradisional yang jadi pondasi kekuatan mereka sama sekali belum dapat terukur pada partai demokrat. Basis kemenangan di dasarkan pada kolaborasi modal borjuasi nasional, militer dan kepentingan modal imperialisme. Di luar itu, kesadaran massa yang baru sampai pada titik ketidak percayaan terhadap elit-elit polotik yang tergambar peda kontestan-kontestan 2004. justru di curi oleh SBY-Kalla, yang tergolong baru di mata politik awam. Hal tersebut samasekali tidak dapat di pisahkan dalam hubungannya antara massa rakyat yang biasa di kenal secara umum sebagai floating mass, dengan elemen yang lebih maju dalam kesadaran perjuangan politik, gerakan demokratik yang salah satu adalah mahasiswa. Jika kita meneliti secara tajam, satu sektor saja dalam keseluruhan komponen gerakan demokratik, gerakan mahasiswqa misalnya, fragmentasi dan sektarianis gerakan masih menjadi persoalan lama yang tak kunjung usai secara fundamental maupun subtansial. Situasi yang tak berubah, justru ditengah lemahnya struktur gerakan demokratik, khususnya gerakan demokratik, khususnya gerakan mahasiswa. Seperti analogi klasik, batang-batang lidi yang tercecer, yang tak mampu membersihkan sampah-sampah. Maka, seperti itulah gerakan mahasiswa, dan gerakan demokratik secara umum, tidak mampu membersihkan sampah-sampah revolusi, imperialis, boneka imperialis, militer dan reformis gadungan. Gerakan mahasiswa dan gerakan demokratik hanya sekedarnya ada, tidak menjadi ada sebagai wadah alternatif. Sehingga menjadi terang bagi kesadaran massa yang masih gelap memahami jalan sejarahnya.

Gerakan mahasiswa Demokratik secara umum, dan gerakan mahasiswa pada khususnya, harus belajar dari kegaagalan ini. Harus belajar dari kesalahan-kesalahan mendasar dalam mengarahkan kesadaran massa agar bermuara pada gerakan demokratik dan gerakan mahasiswa sebagai komponen alternatif. Jika tidak, maka massa akan terjerembab ruang ilusi yang berlebih. Terbohongi oleh ilusi kebebasan dari boneka-boneka imperialis. 

Melihat relitas yang demikian, gerakan mahasiswa sebagai komponen gerakan demokratik sudah semestinya belajar untuk bersama-sama dengan elemen-elemen lain seperti LMND bekerjasama dengan HMI serta organisasi-organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan lainnya. Pola pembelajaran dalam persatuan gerakan tersebut dapat terwujud dengan membangun wadah alternatif yang kuat, terstruktur, dan memiuliki platform program serta metode-metode politik yang dapat mengarahkan kesadaran massa pada wadah alternatif tersebut, sebagai mercusuar jalan sejarah rakyat. Wadah alternatif tersebut, atau kerap kali disebut sebagai Front Persatuan Gerakan Rakyat, harus menjadi hal yang prinsipil, dan disesuaikan pada potensi obyektifnya, memiliki metode-metode politik yang fleksibel, dan memanfaatkan segala momentum politik. Bahkan mengintervensi pola politik yang ada di tanah air pun itu sah. 

Sudah cukup pendiskusian, konsursium-konsursium, bahwa gerakan mahasiswa adalah sekedar gerakan moral bukan gerakan politik. Penghianatan gerakan mahasiswa angkatan 66, dan kegagalan gerakan mahasiswa tahun 74 dan 78 adalah pelajaran besar, bahwa pperubahan yang fundamental tidak dapat dilakukan dalam tendensi gerakan modal. Persoalan mendasarnya ada dalam sistem kapitalisme yang dijalankan secara konsisten oleh agen-agen imperialisme. Dan perjuangan untuk merubah sistem kapitalisme secara mendasar dan radikal tidak dapat dilakukan dengan garis perjuangan gerakan moral. Revolusi, dan perubahan secara cepat dan mendasar diberbagai negeri di dunia, hanya dapat dilakuka dalam garis perjuangan gerakan politik. Dalam hal metode, perjuangan gerakan politik akan selalu menggunakan berbagai taktik, baik parlementer maupun ekstraparlementer, untuk mempermudah proses peningkatan pemahaman rakyat terhadap program-program yang harus mereka usung. 

Pada masa kemerdekaan, baik taktik ekstraparlementer, perjuangan bersenjata maupun taktik parlementer digunakan oleh kelompok-kelompok intelektual progresif kala itu. Soekarno misalnya setelah kegagalan pembrontakan PKI (terhadap Belanda) pada tahun 1926, kala itu, untuk memanaskan klembali harapan kemerdekaan, setelah pendigulan aktivis-aktivis pro kemerdekaan, sepulangnya dari kuliah di THS (Technische hooge school), ITB saat itu pada 4 juli 1927mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia, yang pada kongres 1928 merubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia, dengan tujuan melawan Imperialisme merebut kemerdekaan seutuhnya. Bagi soekarno waktu itu perjuangan merebut kemerdekaa tidak bisa dilakukan hanya dengan Alegemene Studie Club/General Studie Club, yang ikut dibangun tahun 1926, dibandung. Perjuangan merebut kemerdekaan serta mempertahankannya hanya akan terealisasi dengan gerbong partai politik yang demokratik. Dan soekarno beserta Mr. Suaryo, Ali Sastroamijoyo, Mr. Sartono merupakan tokoh-tokoh yang berani membangun wadah alternatif.  Percayakan gerakan mahasiswa akan berhasil hanya karena persatuan dan gerakan alternatif.  
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